WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 7| TAHUN 2008
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANCG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 106 Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 7 tanggal 2 Juli 2008, perlu
menetapkan peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomeor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
1281);

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah
Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara RTahun 1957 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 158);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara R Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R| Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4548);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 1971 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2967);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 1984 Nomor 69 Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4515);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
Negara Rl Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3643),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24-Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaras Negara RI Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara RI'Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor  4737);

16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2008;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor § Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Materiil Daerah:

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 (Lembaran Daerah
Kota palembang Tahun 2002 Nomor 46);

25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2).



Menetapkan

26.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

27 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota #alembang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2
Memerintahkan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang ;

2. Para Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang ;

3. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor diliungkungan Pemerintah Kota
Palembang.
untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

Diundarakan di Palembang
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